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Pendahuluan

Tinggi tingkat pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tidak terkontrol menyebabkan terbatasnya lokasi hunian masyarakat.
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan target untuk mengentaskan permukiman kumuh dan kemiskinan di berbagai aspek
kehidupan manusia didunia sampai dengan Tahun 2030, target tersebut disampaikan melalui Sustainable Development Goals (SDGs),
salah satu diantaranya adalah menjamin akses perumahan dan pelayanan dasar yang memadai, aman dan terjangkau bagi permukiman
kumuh di dunia.

Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan atas
perumahan dan Kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh
pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan
terhadap permukiman kumuh sangatlah penting karena dengan adanya permukiman yang kumuh akan memberikan dampak buruk bagi
penghuninya

Salah satu langkah awal yang dilakukan sebelum membangun prasarana pada kawasan permukiman kumuh adalah melakukan
Delienasi kawasan atau penarikan garis batas suatu kawasan atau wilayah, yang akhirnya menentukan luasan suatu kawasan kumuh,
namun tidak beragamnya metode delienasi suatu kawasan kumuh mengakibatkan pembangunan dalam rangka penuntasan kawasan
kumuh menjadi tidak efektif dan efisien pencapiannya, UU menyebutkan batasan luasan kawasan kumuh yang menjadi kewengan

pemerintah provinsi adalah 10 — 15 Ha, dalam hal itu maka dibuatlah petunjuk teknis delienasi kawasan.
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Mengapa ini kumuh ???

Tidak Tersedianya Sarana Persampahan

Tidak Tersedianya Sarana Pengelolan Air Limbah



DEFENISI

Perumahan Kumuh adalah Perumahan
yang mengalami penurunan kualitas

fungsi sebagai tempat hunian

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang
tidak layak huni karena ketidakteraturan
bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang
tinggi dan kualitras bangunan serta sarana dan
prasarana yang tidak memenuhi syarat



{ INDIKATOR KUMUH }

KONDISI BANGUNAN KONDISI JALAN
LINGKUNGAN
Keteraturan Bangunan » Cakupan Pelayanan
Kepadatan Bangunan « Kondisi/Kualitas Infrastruktur
Persvaratan Teknis

KONDISI DRAINASE

LINGKUNGAN
» Cakupan Pelayanan
e Kondisi/Kualitas Infrastruktur

Cakupan Pelayanan » Cakupan Pelayanan » Cakupan Pelayanan
Kondisi/Kualitas Infrastruktur » Kondisi/Kualitas Infrastruktur * Kondisi/Kualitas Infrastruktur

KONDISI PENGAMANAN

KEBAKARAN

Cakupan Pelayanan
Kondisi/Kualitas Infrastruktur

?
4 5
KONDISI PENYEDIAAN AIR KONDISI JALAN KONDISI PENGELOLAAN
MINUM LINGKUNGAN SAMPAH
?




KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH
(Permen PU N. 2 Tahun 2016 (Pasal 4 — 12)

BANGUNAN GEDUNG

AU

ketidakteraturan dalam hal \
dimensi, orientasi, dan bentuk
kepadatan tinggi yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam rencana

tata ruang

ketidaksesuaian dengan

persyaratan teknis sistem struktur,
pengamanan petir, penghawaan,
pencahayaan, sanitasi dan bahan

bangunan /

fPENGELOLAAN PERSAMPAHAN

\

ketidaktersediaan sistem pengelolaan
persampahan

ketidaktersediaan sarana dan
prasarana pengelolaan persampahan

tercemarnya lingkungan sekitar oleh
sampah

)

GALAN LINGKUNGAN

U

kondisi permukaan jalan yang
tidak dapat dilalui kendaraan
dengan aman dan nyaman
lebar jalan yang tidak memadai
kelengkapan jalan yang tidak
memadai

N

)

(&

fDRAINASE LINGKUNGAN

ketidakmampuan mengalirkan
limpasan air hujan
menimbulkan bau

tidak terhubung dengan sistem
drainase perkotaan

\

)

KPENGAMANAN KEBAKARAN
ketidaktersediaan sistem pengamanan

secara aktif dan pasif
ketidaktersediaan pasokan air untuk
pemadaman yang memadai
ketidaktersediaan akses untuk mobil
nemadam kebakaran

\

ﬁENYEDIAAN AIR MINUM

U

N

ketidaktersediaan akses air minum
tidak terpenuhinya kebutuhan air
minum setiap individu

tidak terpenuhinya kualitas air
minum sesuai standar kesehatan

)

/

KPENGELOLAAN AIR LIMBAH

\

ketidaktersediaan sistem pengelolaan
air limbah

ketidaktersediaan kualitas buangan
sesuai standar yang berlaku
tercemarnya lingkungan sekitar

)




Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Permen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 13-14)

NO TIPOLOGI BATASAN

1 Perumahan kumuh dan permukiman | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air,
kumuh di atas air baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.

2 Perumahan kumuh dan permukiman | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan
kumuh di tepi air air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di

luar Garis Sempadan Badan Air.

3 Perumahan kumuh dan permukiman | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah
kumuh di dataran rendah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

4 Perumahan kumuh dan permukiman | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah
kumuh di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.

5 Perumahan kumuh dan permukiman | Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daaerah

kumuh di daerah rawan bencana

rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa

bumi dan banjir




Perumahan /Permukiman Kumuh di  Perumahan / Permukiman Kumuh di Tepi Perumahan /permukiman Kumuh di
Atas Air Air Dataran Rendah

GAMBAR TIPOLOGI
PERMUKIMAN KUMUH

%
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Perumahan /Pérm iAmén Kumuh di Perumahan /permukiman kumuh di

Perbukitan Daerah Rawan Longsor



Proses Penetapan Lokasi
Permen PU No.2 Tahun 2016

IDENTIFIKASI '

—

LOKASI

PROSEDUR PENDATAAN (dilakukan Pemda
dengan melibatkan masyarakat )

Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman

Y

Menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan atau
permukiman dari setiap lokasi

Identifikasi Kondisi Kekumuhan

A 4

Menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan
permukiman dengan menemukenali permasalahan bangunan
aeduna. sarana dan prasarana nendukunanva

Identifikasi Legalitas Tanah

A\ 4

Menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumaahan
kumuh dan permukiman kumuh ssebagai dasar yang menentukan
bentuk penanganaan

Identifikasi Pertimbangan Lain

A\ 4

Identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik
untuuk menentukan skala prioritas penanganan peruumahan &
permukiman kumuh

PENILAIAN
LOKASI

LEGALISASI
DAFTAR LOKASI

A 4

Kondisi
Kekumuhan

Dalam bentuk
Keputusan Bupati
/Walikota
(Gubernur untuk
DKI)

A\ 4

Legalitas Tanah

A 4

Legalitas Tanah

Dalam bentuk
Keputusan Bupati
/Walikota
(Gubernur untuk
DKI)
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1.1 Alur Identifikasi Penetapan Lokasi

Tahap Survey
Kondisi Bangunan Gedung
Kondisi Jalan Lingkungan
Kondisi Penyediaan Air
Minum Penyusunan Profil Legitimasi/SK
Kondisi Drainase Bupati/WaIikota
Lingkungan

Kondisi Pengelolaan Air o

SK Lokasi Perumahan dan Permukiman

Limbah delienasi, dan kondisi Kumuh yang ditetapkan oleh Bupati /
eksisiting) Walikota

Kondisi Pengelolaan
Persampahan

Kondisi Proteksi
Kebakaran dan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)

11



2. Proses Identifikasi

2.1 Alur Survey dan Observasi

onstelasi
n Kumuh
ang Kota

Sebaran
n Kumuh

asi Tipologi
muh

tensi dan
n (Sosial,
aya, Fisik,
bagaan

-isu Strategis

e Sebaran permukiman kumuh

e Matriks Isu-isu strategis permukiman kumuh

e Karakteristik permukiman kumuh kota yang didalamnya memuat kesimpulan
mengenai kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap
ruang kota kawasan yang disajikan dalam peta;

o Daftar Tipologi dan peta tipologi kumuh perkotaan




2.2 Pendataan Daftar isian Baseline

Kawasan

Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

Provinsi

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG
a. Ketidakteraturan bangunan

b. Tingkat kepadatan bangunan

¢. Ketidaksesuaian dengan persyaratan
teknis bangunan

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN
a. Cakupan pelayan jalan lingkungan

b. Kualitas permukaan jalan lingkungan

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA ........

DATA KAWASAN KUMUH

Luas SK

Luas Verifikasi

Jumiah Bangunan

Jumlah Penduduk

Jumlah KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

Jumlah bangunan tidak teratur
- Luas kawasan dengan kepadatan 200/250 unit / ha <

Jumlah bangunan tidak sesusai teknis

Panjang jalan ideal
Panjang jalan eksisting
- Panjang jalan dengan permukaan rusak

Numerik

13



DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
a. Prasarana dan sarana persampahan tidak
sesuai dengan persyaratan teknis

b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai
standar teknis

¢. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan

persampahan
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

a. Ketidatersediaan prasarana proteksi kebakaran

b. Ketidaktersediaan sarana proteksi
kebakaran

- Jumlah Kkdengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai

standar teknis

- Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar

teknis

Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara

Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran

- Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Numerik

KK

KK

KK

Unit

Ha

14



2.3 Proses Penilaian Lokasi

memenuhi persyaratan
teknis

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
1. Kondisi Bangunan | a. Ketidakteraturan 76 % - 100 % bangunan
Gedung bangunan pada lokasi tidak memiliki 5
keteraturan
Jumah i 51 % - 75% bangunan
laax teratur (unt ..
Jumlah bangunan x 100% E:Searallaizﬂ tidak memiliki 3
keseluruhan (unit)
25 % - 50 % bangunan
pada lokasi tidak memiliki 1
keteraturan
b. Tingkat 76 % - 100 % bangunan
kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai 5
_ ketentuan
Luaskawasan%%< , 51 % - 7.5%. bangunan_
Tuas kKawasan x100% | pada lokasi tidak sesuai 3
kumuh (Ha) ketentuan
25 % - 50 % bangunan
pada lokasi tidak sesuai 1
ketentuan
c. Ketidaksesuaian 76 % - 100 % bangunan
dengan persyaratan pada lokasi tidak 5
teknis bangunan memenuhi persyaratan
teknis
]uml.ah Bangun.an 51 % - 75% bangunan
Tidak sesuai pada  lokasi tidak
teknis (unit) 4 0, memenuhi ersyarat 3
Jumlah bangunan . persyaratan
keseluruhan (unit) teknis
25 % - 50 % bangunan
pada lokasi tidak 1

15



Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

lokasi tidak sesuai
ketentuan

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
2. Kondisi jalan 76 % - 100 % area
lingkungan tidak terlayani 5

. . oleh jaringan jalan
Panjang jln .
idealm) Luas kawasn tidak lingkungan
L I ; 51 % - 75% area
a. Cakupan pelayanan PU{ZJIZZQ .ZZ;{;Z;) tidak terlayani 3
jalan lingkungan eksi]sting m) Lias kawasan— * 100% qleh jaringan jalan
Total panjang x luas kawasan kumuh keseluruhan (Ha) lingkungan
jalan ideal (m) 2_5 % - 50 % area
tidak terlayani 1
oleh jaringan jalan
lingkungan
76 % - 100 %
bangunan  pada 5
lokasi tidak sesuai
Luas K ketentuan
. Panjang uas kawasan 51 % - 75%
b. Kualitas jalan rusak (m) dengan jalan bangunan  pada
permukaan jalan amiana ialan X lwas kawasan kumuh rusak £ 100 % lokasi tidak . 3
lingkungan panjang jazan Tuas kawasan 6| lokasi tidak sesuai
eksisting (m) keseluruhan (Ha) ketentuan
25 % - 50 %
bangunan  pada 1

16



Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

DATA NUMERIK DAN RUMUS

kebutuhan air minum
minimalnya

Aspek Kriteria PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
3. Kondisi 76 % - 100 % populasi
penyediaan air minum tidak dapat mengakses 5
Jumlah KK air minum yang aman
a. . Ketersediaan tidak terakses air 51 % - 75% populasi
akses aman air minum berkualitas tidak dapat mengakses 3
. x 100 % R
minum Jml KK air minum yang aman
keseluruhan 25 % - 50 % populasi
tidak dapat mengakses 1
air minum yang aman
76 % - 100 % populasi
tidak terpenuhi 5
kebutuhan air minum
minimalnya
b. Tidak ~ JumlahKK 51 % - 75% populasi
terpenuhinya tidak terakses air tidak terpenuhi 3
kebutuhan air mmu"ll;&,kup x100 % | kebutuhan air minum
minum K Jm minimalnya
eseluruhan -
25 % - 50 % populasi
tidak terpenuhi 1

17



Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
4. Kondisi 76 % - 100 % area
drainase terjadi genangan > 5
lingkungan 30 cm > 2 jam > 2x
Luas kawasan setahun
0 - 0
a. Ketidakmampuan yang terkar{la) '[selrjaéoi ger71§ r% aﬁre:
: . genangan (Ha
rr_lengallrkan limpasan X 100% | 30¢m > 2 jam > 2x 3
air.
kawasan setahun
keseluruhan 25 % - 50 % area
terjadi genangan > 1
30 cm > 2 jam > 2x
setahun
76 % - 100 % area
Panjang tldak tersedia 5
drainase Luas kawasan d_ara'nase
ideal yang tidak lingkungan
yang terlayani 51 % - 75% area
b. Ketidaktersediaan tidak sistem tidak tersedia 3
. drai h )
drainase —tethL;l;le:fg(m) x Luas kawasan geanangan —ramslj:: (ha) x 100 % ﬂﬁ';ll(ﬂﬁzean
drainase kawasan 25 % - 50 % area
ideal keseluruhan (Ha) tidak tersedia 1
darainase
lingkungan
Luas kawasan 76 % - 100 %
tidak drainase lingkungsn
terhubung ke tidak  terhubung 5
dS‘?tem dengan hirarki di
rilnas}?e atasnya
Panjang drainase Lo(a) x100% | 51 % - 75%
c.Ketidakterhubungan yang tidak Luas drainase lingkungsn
' X terhubung (m) kawasan .
den_gan sistem 7dPar.1jang x luas kawasan genangan keseluruhan (Ha) tidak t_erhupung 3
drainase perkotaa Srenkd dengan hirarki di
(ha) atasnya
25 % - 50 %
drainase lingkungsn
tidak terhubung 1

dengan hirarki di
atasnya

18



Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

lingkungan buruk

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
4. Kondisi 76 % - 100 % area
drainase memiliki drainase
. - 5
lingkungan Panjang lingkungan yang kotor
sistem Luas kawasan dan berbau
d. Tidak drainase dengan drainase 51 % - 75% area
terpeliharanya tld?l}i tidak tirpeohhara £100 % Imenlllhkl drall(nase 3
drainase terpe ihara x Luas kawasan genangan (Ha uas Ingkungan yang kotor
Panjang genang kawasan dan berbau
drainase keseluruhan (ha) 25 % - 50 % area
ideal memiliki drainase
. 1
lingkungan yang kotor
dan berbau
76 % - 100 % area
Panjang memiliki kualitas 5
drainase konstruksi drainase
yang . Lua; lingkungan buruk
, buruk awasan aengan 51 % - 75%  area
e. Kualitas drainase N .
; (m) memiliki kualitas
konstruksi Paniand x luas genangan (Ha) buruk (ha) % | K ksi drai 3
drainase an']ang Tuds x 100 % .onstru Sl rainase
drainase kawasan lingkungan buruk
ideal keseluruhan (Ha) 25 0/_0_ - 50 % area
(m) memiliki kualitas q
konstruksi drainase

19



Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
5. Kondisi 76 % - 100 %
pengelolaan area  memiliki
air limbah sistem air

. 5
Jml KK limbah yang
dengan tidak sesuai
sistem standar teknis
. air dLuas kacliwa%san 51 % - 75%
a. Sistem pengelolaan limbah ti;nkg?nr rall'il;sf area  memiliki
air limbah tidak tidak TR PO a8 X 100 % | sistem air
sesuai sesual Luas limbah an 3
standar kawasan tidak sgsua%
—tflll(gsls x Luas kawasan genangan (ha) keseluruhan (ha) standar teknis
KK 25 % - 50 area
keseluruhan memiliki sistem
air limbah yang 1
tidak sesuai
standar teknis
76 % - 100 %
area  memiliki
sarpras air
limbah tidak 5
la KK sesuai  dengan
Jumla persyaratan
dengan teknis
sarpras Luas kawasan 51 % - 75 area
air :
b. Prasarana d_an saran i dengan sarpras air memiliki sarpras
pengelolaan air limbah tidak S :
. ) . tidak X . air limbah tidak
limbah tidak sesuai ) sesuai teknis (ha) . 3
sesuai x100% | sesuai  dengan
dengan persyaratan i Luas t
teknis stan gr kawasan persyara an
—teknis .y as kawasan kumuh (ha) keseluruhan (Ha) teknis
Jumlah 25 % - 50 %
KK area  memiliki
keseluruhan sarpras air
limbah tidak 1
sesuai  dengan
persyaratan
teknis

20



Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
6. kondisi 76 % - 100 % area
pengelolaan tmemiliki sarpras
persampahan pengelolaan persampahan 5

Jml KK Luas kawasan yang tidak memenuhi
csiae;lgra;s dengan persyaratan teknis
0 - 0,
a. Prasarana dan sarana |  pengolahan Sarpl“;f ?nlwm/i(iiki 5% sara::
persampahan tidak sampah pengotanan P
sesuai dengan : sampah pengelolaan persampahan 3
ersvaratan teknis g yang tldal; tidak sesuai yang tidak memenuhi
persy ses uflks tandar teknis (ha) o0 | persyaratan teknis
Lueasnll(sl( x Luas kawasan genangan (ha)| Luas kawasan 0 25 0% - 50 area tmemiliki
keseluruhan keseluruhan sarpras pengelolaan
persampahan yang tidak 1
memenuhi  persyaratan
teknis
Luas kawasan 76 % - 100 % area
Jumlah dengan memiliki sistem 5
KK dengan sistem persampahan tidak sesuai
. ; standar
b. Sistem pengelolaan sistem pengolahan 5 —
pengolahan sampah 51 % - 75 area memiliki
persampahan yang h idak sistem persampahan tidak 3
tidak sesuai standar sampah tidare P p p
teknis tdk sesuai . sesuai sesual standar
% x Luas kawasan genangan (ha) lﬁ% x100% | 29 O'Alj'k'- 0 % irea
memiliki sistem .
keseluruhan kes e(lgghan persampahan tidak sesuai 1
standar
c. Tidak terpeliharanya Jumlah KK Luas kawasan 76 % - 100 % area
sarana dan prasaran dengan dengan memiliki sarpras
pengelolaan Sarpras sarpras persampahan yang tidak 5
persampahan pengolahan pengolahan terpelihara
sampah tidak sanclipjlch 51 % - 75% area
terpelihara tida I
———— 4 X Luas kawasan kumh (Ha) ¢ lih H memiliki sarpras
Jumlah KK terpelihara (Ha) 4 o5, persampahan yang tidak 3
keseluruhan Luas kawasan )
keseluruhan terpelihara
(Ha) 25 % - 50 % area
memiliki sarpras 1

persampahan yang tidak
terpelihara
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Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek Kriteria DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN PARAMETER Nilai
7. Kondisi 76 % - 100 % area
proteksi Jumlah KK tidak memiliki 5
kebakaran dengan prasarana  proteksi
sistem Luas kawa.san kebakaran
a. Ketidaktersediaan | airlimbah qenian drall.lﬁase 51 % - 75% area
prasarana proteksi tldak. w x 100 % tidak memlllk! 3
kebakaran sesuai uas prasarana  proteksi
standar kawasan
kebakaran
_ teknis oo n genangan (ha) keseluruhan (ha)
Luas KK *-1asKawasangenanga 25 % - 50 area tidak
keseluruhan memiliki  prasarana 1
proteksi kebakaran
76 % - 100 % area
Jumlah KK tidak memiliki sarana 5
dengan Luas kawasan proteksi kebakaran
I, dengan 51 % - 75 area tidak
b. Ketidaktersediaan idak sarpras air memiliki sarana 3
. tidak limbah tidak ;
sarana proteksi ! : proteksi kebakaran
sesual sesuai teknis (ha) o
kebakaran standar — Luas __ X100% | 25 9% - 50 % area
L{”E x Luas kawasan kumuh (ha) kawasan tidak m_em”'k' sarana
]urI?Ka keseluruhan (Ha) protekSI kebakaran 1
keseluruhan
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2.4 Penentuan Klasifikasi dan Skala Penanganan

Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI

KETERANGAN

BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI

Al1|[A2| A3|A4| A5|A6| B1| B2

B3

B4

B5(B6|C1|C2|C3|C4[(C5]|C6

Kondisi Kekumuhan

71-95

Kumuh Berat

X|X[X]|X]|X|[X

45-70

Kumuh Sedang

19-44

Kumuh Ringan

Legalitas tanah

)

Status Tanah Legal

@)

Status Tanah Tidak Legal

Pertimbangan Lain

11-15

Pertimbangan Lain Tinggi

6-10

Pertimbangan Lain Sedang

1-5

Pertimbangan Lain Rendah

SKALA PRIORITAS PENANGANAN

Keterangan :
1. Berdasarkan kondisi kekumuhan

a. Kumuh Berat, nilai 71 — 95
b. Kumuh Sedang, nilai 45 — 70
¢. Kumuh Ringan, nilai 19 — 44

2. Berdasarkan pertimbangan lain :

a. Pertimbangan lain tinggi , nilai 11 -15
b. Pertimbangan lain sedang, nilai 6 - 10
c. Pertimbangan lain rendah, nilai 1 - 5

3. Berdasarkan pertimbangan lain :
a. Status tanah legal, nilai posistif (+)
b. Status tanah tidak legal, nilai
negatif (-)
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Lanjutan Klasifikasi dan Skala Penanganan

Berdasarkan penilaian, terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh

berdasarkan Kondisi N
. Skala Prioritas
No | Klasfikasi |Berdasarkan Kondisi Kekumuhan| Berdasarkan Pertimbangan Lain Kekumuhan ST e
Berat Sedang Ringan Tinggi Sedang | Rendah Legal Tidak Legal

1 Al v v’ v

2 A2 v v’ v l

3 A3 v v’ v

4 Ad v v v v

5 A5 v v’ v

E e =~ v = Vil

7 B1 v v’ v

8 B2 v v v !

8] B3 v v v

10| Ba 7 % 7 v

11 B5 v v v Vil
12 B6 v v v

13 Cl v v v "

14 Cc2 v v v

15 C3 v v v Vi
16 ca v v v

17 C5 v v v X
18 cé v v v
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3. Proses Penetapan

Penetapan
Lokasi

Peninjauan ulang min 1x dim
5 thn

DIm bntk Keputusan Bupati/Walikota
(gubernur utk DKI)

Untuk mengetahui
pengurangan jumlah lokasi
dan/atau luasan

v

Dilengkapi Tabel Daftar Lokasi dan
Peta Sebaran

Dilakukan melalui proses
pendataan

Hasil peninjauan ulang
ditetapkan dim keputusan
Bup/Wal (Gub untuk DKI)
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3.1 SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman

Kumuh dan Lampiran Peta Profil

Menimbang

Mengingat

e

BUPATI/WALIKOTA ..iiiievneranasanasamaans

KEFPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .............
NOMOR : .
TENTANG

FPENETAPAN LOEKASI FERUMAHAN KEUMUH DAN FERMUKIMAN KUMUH

DI KABUPATEN/KOTA ...oiiainiiiaaannans
BUPATT/WALIKOTA ..o

a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
dan mendapatian linglungan hidup yang laik dan
sehat;

b. bahwa penyelengsaraan peningkatan kualitas
perumahan loamuah dan permuldman oot
merapalkan tangsung jawab pemerintah
kabupaten /kota berdasarkan penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permuliman kumuh yang
didabmului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2] Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permultiman, penetapan lokasi perumahan lumuh dan
permuliman  kumuh wajib  dilakulan pemerintah
daerah dengan melibatkan peran masyaralkat;

d. bahwa berdasarican pertimbangan sebhagaimana
dimalesud dalam huraf a, huraf b dan burnaf o persia
menetaplan  Keputusan  Bupati /Walilcota  tentang
FPenetapan Loloasi Perumahan Kumuh Dan Permulciman
Kurmuh;

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35387);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permuldman (Lembaran

|
K=terangan Koordinat
(Lintang & Bujur)

Garis Keordinat
(Lintang & Bujur)

Heterangan Lampran SK Kepsis

1 LI 1

Daerah
Keterangan Legenda
Tarda Tangan keaala Dasrah
1
ri /lf ] ]

Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUELIK INDONESIA,
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO
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Lampiran SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi
Permukiman Kumuh (Data Detail Permukiman Kumuh)

Tabel Format Daftar Lokasi

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN |

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

TENTANG

LINGKUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN |  PERT.LAIN
NAMA |LUAS LEGALITAS
N0 okt (HA) | RT/RW ELURAHAN | KECAMIATAN | ab| epmoaTaN | UNTANG | BUUR | NiLAY | TinKa | niuat | Tvakar | waman | TTORITAS
/DESA | /DISTRIK
1 [ fo 01/05 <400 Jiwa [Ha [6°45'1371"(6°45' 1371"| 47 | Sedang | 9 | Tingkat | LEGAL | B2
2
3
4
5
dt

27




Contoh SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi

Permukiman Kumuh

PROVINS! JAWA TENGAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGANMN
NOMOR 601/215 TAMUN 2014

TENTANG
PERUHBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 601 /7 132 TAHURN 2014
TENTANG PENETAPAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014

WALIKOTA PFEKALONGAN,
Menimbang " bahws penetapan K » Kumuh s immana terTuang
dalam Keputusan Wallkomn Pelmlongan Nomor 601/132
Tahun 2014 tentang PFenetapan Kawasan Kumul Perkotasn
Ko‘t‘ Nw Tahun 20!" telah ditindaldanjuti oleh
Keria Pen 3 Permukiman Jawas
Tengah pada Dines Cipta I\nryn dan Tata Ruang Provins
Jaws Tengah dengan Survey o ug-w
b habwa hasil survey B buruf »
prﬂu dnlnd-ihfuuu dennn l!-ruh-h-n Keputusan
601/132 Tahun 2014 tentang
Mrfnpnn Ka-.un Kumub Ferkotaan Kota Pekaloogan
Tahun 2014;
c bahwa hurm.n pertimbangan sehagaimana oomalksod
dalam huruf & dan hurufl b periu dhetapian dengan
Keputusan Walitkota Pelabonger .

Mengingat 1 Pasal 18 Aul 16} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoneu- ahun 1945
2 u -~ Und 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dasmah Kota Besar dalam
Linglcoungan l"ropn.t\d Djsan Tlmur D).\u- Tengah, Dismwe
Barut dan Daerah | telah
diubah dengan Undang Undang ‘Cun-urr 13 Tahun 1954
tentang Perubmhan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Ketill & Dijmwa  [(Lembaran Negars  Repubblic
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 5S1);

KEPUTUSAN WALIKOTA FEKALONGAN
NOMOR 601/215 TAHUN 2014
TENTANG

FPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

WALIKOTA NOMOR 601 /132 TAHUN
20158
TENTANG PENETAPAN KAWASAN
RUMUH PERKOTAAN HKOTA
PEKALONGAN TAHUN 2014
DAFTAR LOKAS] EAWASAN KUMUH PERKOTAAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014
1) - [ | LUAS :
NAMA KECAMATAN NAMA KELURAHAN KAWASAN
KUMUH |
St Ve 1 z 3 o |
| Kecamatan | 1. Kelummban Passrasrci 17.9% Ha
| Pelaslongan Harat 2. Kelurahan Tirto 1.70 Ha
3 Kelurahan Krammstsears 4.50 Ha
Kecamatan | Kelummhan Klego 2,89 Ha
Pekalongan Timur 2 Keiurahan Poncol 921 Ha
Kecoumatan 1 i x d P | 2822 Ha
Pekalongnn Utars 2 Kelurahan Panjang Baru <085 Ha
3. Kelurshan B-nd:n.n 123,92 Ha
Bl Kel by 13.BS #Hn
5. Kelurahan m Lor | 6,39 Ha |
¢ 6. Kelumhan Pabean 27,18 Ha J
7. Kelurmban Krapyak Kidul l 5,51 Ha |
8, Kelumban 0,17 Ha {
9. Kelurahan Dukuh I 0,01 Ha
10. Keluraban Kraton Lor | 365 Hs
Lo — - — — —— —
Keocamaran 1.

Peialongan Selatan 2.
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3.2 PENYIAPAN PROFIL

e Baseline data kumuh kota

o Profil awal permukiman
kumuh

e Peta-peta pendukung

e SK Bupati/Walikota
tentang Penetapan Lokasi
Permukiman Kumuh

e Kiriteria dan indikator
permukiman kumuh yang
ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.

e Peta deliniasi
permukiman kumubh.

Berita acara/kesepakatan

ISR I RSO KRN ZMRW
BEERNCRAL B R . CW A RA TN

T A RS A P
B TR S e
~

B e e ]

... P
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4. ILUSTRASI DELIENASI PERMUKIMAN KUMUH

Menyiapkan Peta Dasar / Citra untuk Acuan Survey

1. Siapkan peta dasar arahan lokasi / lokasi terpilih,

Titik Awal Survey

2. Menuju ke titik awal survey kawasan kumuh
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Menghidupkan GPS

1. Nyalakan GPS, 2. Tekan .sull (sinyal satelit) pada menu utama, tunggu beberapa saat
sampai mendapatkan signal satelit min 4 bar.
Color TFT display with  On/Off button Battery
background illumination Background Camera compartment
and touchscreen illumination lens cover
Satellte
locafions
Mounting
hase Elevation
Satellte
Laeh strength

miniUSB plug
under cover

31



Setting Track dengan Garmin GPS
Tracking digunakan untuk mendapatkan data GPS secara kontinu baik dengan batasan waktu

ataupun jarak, misal per 10 menit atau per 500 meter GPS akan merekam data koordinat,
tracking merekam secara terus menerus data titik koordinat dan menghubungkan antar titik
yang ada tersebut menjadi sebuah garis.

Untuk memulai tracking :
1. Tekan menu setup
2. Pilih tracks
3. Kemudian pilih “"Record, Show On Map” pada track log

— *Track Log dapat di setting untuk mencatat berdasarkan jarak
select Track Recording HH H

Preference ' atau waktu, caranya dengan memilih record method, kemudian
: : akan muncul pilihan by distance/jarak, dan by time/waktu
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Menyimpan Track Baru

Untuk menyimpan hasil tracking anda pada file baru :

1.

2
3.
4

Pilih track manager pada menu utama

Tekan “current track”

Save track dan beri nama

Clear data track sebelumnya jika hanya menginginkan track yang akan anda lakukan saja
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Tracking Kawasan Kumuh
1.  Tracking kawasan kumuh yang telah diidentifkasi
2.  Marking dan foto eksisting kawasan kumuh beserta situasi yang ada

*Untuk membentuk delienasi sempurna, titik awal dan akhir survey harus sama
3. Stop track log setelah selesai tracking
4. Save track dan archive
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Transfer Data Hasil Tracking
Untuk mentrasnfer data track, rute, atau titik arah dari GPS dapat memakai aplikasi
MapSource
1. Hubungkan GPS ke komputer yang telah anda install aplikasi mapsource dengan
kabel USB
2. Open MapSource pada komputer anda

- F0CQaROD - T8N
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3. Klik menu transfer dan receive from device

3 untitled - MapSource

Fie Edt Fnd | Traofer View Took Ubtes Hep

i Q[QI 150 m  Send To Device. l | .(il 31:

4
Mo | Wavpeets | Rousss  Tracks |
| name | Powss | swetTens Islqmcnl

4. Find device, pada check box “what to receive” pilih data yang ingin anda transfer,
dalam hal ini pilih track atau dapat juga pilih waypoint jika diperlukan

e g S

Y s oy S e e Chereson Sl S
CEEEarT D BN ORI e I o
Ty Dk Fawl Carsiin

B o Cheses arose I

o T I--:-_r. = e (D ."-I'I'-.-'.;I

=Sart To- Fascs

—

e = Ao
= e e = Trmcis
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5. Klik receive maka data GPS akan terlihat pada mapsource

i id JE—

T i M) s e et
vl 1 B oopae ey bt

10 wanrve = Yane

__NgL B

Hasil Tracking pada GPS
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6. Select track, kemudian save dalam format gpx

| 5° Do -vigossve | — - pa—
e 0OF T Tt Ve TOOR LB ieb M ORE W e e Tk e e
- b e *

F-A_J R | i ﬂ“’ 0!7\ Zpn e t"u )
- (Nes

-v I-m-{cn.- St |

- T gt
-itia
B e al & ~— e e
RN TR SR P TLF 2 vea . = = = - -
11902l e g -
e . | <ok
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Merubah Format Data

Tahap selanjutnya adalah merubah format menjadi .shp untuk mengolah data track dan
merubah menjadi polygon atau .kmz untuk dilayer pada google earth. Aplikasi yang dapat
digunakan untuk merubah format adalah global mapper.
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1.

Open file. Gpx menggunakan global mapper
Klik “open your own data files”, select data gpx, kemudian open.

o
- - - )
- . -
a
.
——— T - ae e -
o —— -

=
-‘. -
: .“ -‘- : : - .'; e - - — > -u -
it e e QOB TREILLD A .
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3.

Klik menu file, = “export vector data” save as dalam format .shp (shapefile) atau

kmz

R e TR e L -
P - S -l P—— -l.
s Tamwwws SO T § M Sl - = ’ﬁ
Dgers S woa Ty Ve
e B W B B e A
e D "W @ P T

et - s 1)
LR b My Landog
N e-
T oy W w by g Tee W tepe ey M - o
T oo L AR ST It Sl S S
e e gan L. Lo Oy
e Wt g - R M
PO W LA
e e By s ww -
B L - :‘""::1"_
L L e T o $
s TS - Senrwd
L

P s T ve— .
—— - Sy L T £ -

BT S ) WY TR -

B oagn 1 WA e o sy logrw s Y
CORIT ™ PN ST e N

. VY ka3

Cn 1Y AU O T e e . W Ao -
St L vl em b
Cmar 201 e ot

Conwn Voo @ Lawes

R i T LAt avIna e ET .
SATIE, e Ay Bt uale LV P
[ x]
A J - Compute ® LaTh (1] = iy _soc w More = J00e v TLOIS 0N % o B e~ rroaa e [T
rpres v e el - - 9
- Acwn 23
¢ —
IS
& M
(—— |
8 ar.
~ v o ‘
-~
‘o _smIIe T
A\ G Oragry ¥
. fmray
- Bt T »
.- S
- |
e T Al 00 -
e e T ] -l

- am x| e ] e |
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4.

Hasil Tracking yang telah diubah menjadi format . kmz dapat dilihat pada aplikasi
google eaarth. Open google earth — File - Open file . kmz

i 1600 Qs 00 SHEUL e e
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5. Untuk edit dan convert menjadi polygon dapat menggunakan software ArcGIS
- Open ArcGIS _
- Add data .shp .:.‘-f'.",'- e e T s

- Edit data P
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9 Joye s

Total Luas Permukiman

| ” Kumuh: 21 Ha
Tipologi sama
by Tingkat Kekumuhan sama

;
2
{
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Penutup

Setelah anda mempelajari teknik delienasi menggunakan petunjuk teknis ini dan didukung oleh sumber sumber lain yang dapat

memperkaya wwawasan anda , diharapkan anda dapat mendelienasi kawasan kumuh secara tepat.
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